PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMU
DINAS PENDIDIKAN

Ko'mplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549) 21059, Fax.(0548) 21058

SANGATTA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

'ELAKSANAAN PEKERJAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LA

NON SWADANA

Nomor : 094/290.2/SKT-2/02.27/DL/1/2018

Nama Kegiatan ~ : Digital Learning

Nama Pekerjaan : Digital Learning

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kutai Timur

Tahun Anggaran : 2018

Pagu Anggaran . 1.438.501.200,-

Kode Kegiatan . 1.01.01.01.01.02.27

Kode Rekening  : 1.01.01.01.01.02.27.5.2.2.03.14

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami ya;

bertandatangan dibawah ini :
Nama

NIP
Jabatan

Alamat

Dr. Roma Malau, SE. MM

19651225 199603 2 002

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549)
21059 Fax. (0549) 21058 Sangatta.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur va:
ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur, yang selanjutnya dalam Su
Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dengan ini mengadakan Perjanji

Kerjasama dengan :

Nama
Instansi Pemerintah

Lain Non Swadana
Jabatan

NIP
Alamat

Dr. Nataniel Dengen, M.Si

Fakultas [lmu Komputer dan Teknologi Informasi —
Universitas Mulawarman

Dekan Fakultas I[lmu Komputer dan Teknologi
Informast ‘

196812242000031001

JI. Panajam Kampus Gunung Kelua Universitas



Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk atas nama Instansi Pemerintah Lain Non
'\'adana dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Qengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam
lrlgka pelaksanaan Kegiatan Digital Learning dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

l ) Pasal 1

l KETENTUAN UMUM

|. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PIHAK
PERTAMA mengikuti PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat
untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

i Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

. Pasal 2
' TUGAS DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup pekerjaan
'ebagai berikut :

Melaksanakan pekerjaan Digital Learning.

Membuat/membangun system informasi pembelajaran berbasis digital dengan teknologi web
base dan android

Mengadakan seluruh perangkat keperluan dalam pelaksanaan Digital Learning, antara lain :
perangkat server, jaringan, cctv, mesin absensi dan koneksi internet dedicated.

Menyusun laporan pendahuluan, antara, akhir dan bukuan panduan

Melaksanakan pendampingan penyusunan materi pembelajaran digital

Melaksanakan kegiatan lain yang bersifat mendukung kelancaran kegiatan pada butir 1

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN

AN Emo S Ny .

l3. Pelaksanaan Surat Perintah Kerjasama ini didasarkan pada :
a. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
c. Piagam Kesepakatan antara Bupati Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Rektor

Universitas Mulawarman Nomor: 119.2/33/MoU/HK/X/2017 dan 4483/UN17/KS/2017
tentang Nota Kesepahaman Bersama antara Bupati Kutai Timur dengan Rektor Universitas

Mulawarman

4. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen' yang satu dengan yang lain, maka
masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sbb :

a. Surat Perjanjian Kerjasama

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Term Of Reference (TOR)

c.  Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola



Pasal 4
' ' PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

w anaan dan pengawasan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
B - JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

aksanaan pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh)
siender terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai de:
";elesaikannya pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerja
Spanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, h:
-wat diadakan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA

Pasal 6 .
| KERAHASIAAN

l\K KEDUA dilarang menyebarkan atau meluaskan informasi tentang Digital Learning t:
PIHAK PERTAMA selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis n
l)jian kerja

' Pasal 7
. HAK DAN KEWAJIBAN

.HAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

Berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tan gg
jawab

Melakukan segala proses pengadaaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan
Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada TOR yang disesuaikan PIH
PERTAMA

Meclaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup
tahapan pekerjaan)

Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun kewengan se
proses pekerjaan

Membuat laporan hasil pekerjaan

Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak °d
dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA

'THAK KEDUA mendapatkan haknya sebagax berikut :
Menerima alokasi biaya pekerjaan secara UYHD yang besarnya merupakan t
maksimal pekerjaan
Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya mempertimban;
Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun -
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Ten
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PlIiIIAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :

Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh = setelah
pelaksanaan pekerjaan :

.b. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA

1
L.

.PIHAK PERTAMA mempunyal kewajiban sebagal berikut :
a.  Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK

KEDUA.
' Mengkoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai
' kemajuan pekerjaan yang discrahkan oleh PIHAK KEDUA. ,

Berdasarkan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan pembayaran secara UYHD

membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar-besarnya
. sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 8

. ATURAN PEMBAYARAN
1

Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
| dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
. Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara UYHD.

Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan tersebut pasal 1 dlatas dilakukan secara bertahap
dengan sistem dan jumlah tahap berdasarkan kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK

KEDUA.

. Setelah kegiatan rencana penyusunan selesai dan mendapat persetujuan dari pengelola kegiatan
atau progres mencapai 30% dalam bentuk Laporan Pendahuluan, maka PIHAK KEDUA
berhak menerima pembayaran angsuran pertama sebesar 30% yaitu Rp. 1.438.561.200,- x 30%
= Rp. 431.568.360,- (Empat Ratus Tiga puluh Satu Juta Lima Ratus Enam puluh Delapan Ribu
Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

progres kumulatif mencapai 100% dalam bentuk Laporan Antara, Laporan Akhir, Executive
Summary, Dokumen Teknis A3, Laporan dalam bentuk Flasdisk, maka PIHAK KEDUA
berhak menerima pembayaran angsuran kedua sebesar 70% yaitu Rp. 1.438.561.200,- x 70% =
Rp. 1.006.992.840,- (Satu Milyar Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu
Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 9
PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK
KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan

Pertanggungjawaban pekerjaan bisa diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dengan
dibuktikan melalui Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan
Apablla ter]adx l\ekurangan, kekchruan dan kurang tertib administrasi penyempurnaan dan
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i. Setelah kegiatan penyusunan selesai dan mendapat persetujuan dari pengelola kegiatan atau



o ] Pasal 10
| PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

LIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak

Habila PIHAK KEDUA :
Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangani surat

I perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
y. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat-lambatnya
| (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama int

~ditangani.

l Pasal 11
' PERSELISIHAN
pabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perselisihan
iselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan
iselesaikan oleh suatu Komisi arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota : :
. Seorang wakil dari PIHAK PETAMA
. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA

. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak
Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka

tcrsengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri

' Pasal 12
PENUTUP

ia‘urat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai
secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan

'Klministrasi dibuat rekaman dalam rangkap 5 (lima)

[al-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan
ditambah seperlunya oleh PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Dekan , ~ Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ku
mputer dan Teknologi Timur/ Kuasq Pengguna Anggaran

7
Dr. RomA Malau, SE.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
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Nama Program . Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
| Nama kegiatan : Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
l Kode Rekening » 1.01.1.01.01.01.06.06
Lokasi . Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
% Sumber Dana . APBD 2017
Tahun Anggaran : 2017




PEMERINTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

. DINAS PENDIDIKAN
Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi (0549) 21059

SANGATTA

NOMOR : 521/PP SPK- PRS/DISdIk/ X /2017

Nama Program : Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kode Program :1.01.1.01.01.01.06

Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kode Rekening : 5.2.2.03.14

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
Sumber Dana : APBD Kutai Timur

Tahun Anggaran : 2017

Jumlah : Rp. 100.000.000,-

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas
kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Roma Malau, SE, MM

Nip : 19651225 199603 2 002

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab.Kutai Timur.
Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

Sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur selaku kuasa
pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan ini mengadakan perlkatan dengan

Nama : Dr. Nataniel Dengen, M.Si

Nip : 19681224 200003 1 001

Jabatan : Dekan Fak.Ilmu kdmputeri dan Teknologi Informasi
Instansi : Universitas Mulawarman

Alamat : Kompleks Kampus Gunung Kelua Samarinda

Dalam hal ini bertindak atas nama instansi pemerintah lain ( Swakelola non
swadana) Universitas Mulawarman dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perianjian
Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ Swakelola Non Swadana calam
rangka pekerjaan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dengan Pihak Ketiga
Kabupaten Kutai Timur tahun 2017 dengan ketentuan — ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan
Swakelola Non Swadana ini adalah dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK
KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan
Swakelola Non Swadana ini.

2. Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Non Swadana ini
ditandatangani berdasarkan- kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
TUGAS DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan
lingkup pekerjaan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dengan Pihak Ketiga
sebagal berikut:

a. Merumuskan Bentuk Output dari Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) '
dengan Pihak Ketiga periode 2016 — 2021 di Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur.

b. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dengan Pihak Ketiga bertugas
melakukan Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan di Kab. Kutai Timur selama
periode 2016 — 2021.

c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dengan Pihak Ketiga selama bekerja
akan diberi biaya pekerjaan berdasarkan usulan RAB-Pihak Kedua.

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Surat Perjanjlan Kerja Sama ini didasarkan pada:

a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah ;

b. Plagam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan
Unversitas Mulawarman Samarinda Nomor: 119.2/33/MoU/HK/X/2017 dan
Nomor; 4483/UN17/KS/2017 tanggal 23 Oktober Tahun 2017.

(2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain,
maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai
berikut : ' ' '

a. Surat Perjanjian Kerja Sama
b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR);
c. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan



d. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola Non Swadana

Pasal 4
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan oleh para pihak dari PIHAK KEDUA

dengan persetujuan PIHAK PERTAMA:

a. Perencanaan merupakan proses perancangan dokumen dan pekerjaan. Dalam -
perencanaan menghasilkan' TOR/KAK dan penentuan berbagai kebutuhan
sumberdaya dalam pelaksanaan.

b. Pengawasan merupakan proses evaluasi pelaksanaan pekerjaan baik secara
teknis maupun administrasi pekerjaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan 3 (Tiga) bulan terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan
terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara
serah terima pekerjaan.

(2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja
Sama ini, dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
KERAHASIAAN
PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan/ pekerjaan
Swakelola Non Swadana dalam rangka pekerjaan Penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA)  dengan Pihak Ketiga periode 2016 — 2021 tanpa seijin PIHAK

PERTAMA, selama terkait dalam perjanjlan kerja maupun setelah habis masa
perjanjian kerja.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan
perundangan. '

c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis ’yang didasarkan pada 7erm Of
References (TOR) yang disusun oleh PIHAK PERTAMA

d. Melaksanakan seluruh- kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang
lingkup dan tahapan pekerjaan)



Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun

keuangan sesuai progres pekerjaan.

f. Membuat laporan hasil pekerjaan

balikan sisa anggaran yang tidak dibelanjak
gung jawabkan oleh PIHAK KEDUA.

g. Mengem an dan atau tidak dapat
dipertang

a sebagai berikut : " '

asarkan prinsip uang yang harus
nnya merupakan biaya maksimal

(2) PIHAK KEDUA dapat mendapatkan hakny

2. Menerima alokasi biaya pekerjaan berd
dipertanggungd jawabkan yang besara
pekerjaan atau sesuai usulan RAB Pihak Kedua.

b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya

didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

a. Mendapatkan laporan perta_nggungjawabah pekerjaan secara menyeluruh

setelah pelaksanaan pekerjaan. .
b. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak

dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja

Teknis PIHAK KEDUA.
b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun
keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
sarkan prinsip uang yang harus dipertangoung
elaksanaan pekerjaan ke pada PIHAK KEDUA
sebesar biaya yang diajukan oleh

c. Melakukan pembayaran berda
jawabkan (UYHD) atas biaya p
sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau

PIHAK KEDUA.

d
|
i
i
g
b
i
!
|  (3)PHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
i
i
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Pasal 8
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaaﬁ dibebankan pada anggaran Belanja
Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017.

(2)Biaya pelaksanaan pekerjaan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebesar
Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). '
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Pasal 9
MEKANISME PENCAIRAN BIAYA PEKERJAAMN

1. Adapun Biaya Kegiatan Sebesar Rp.100.000.000,- Pencairan dapat
dilaksanakan dengan Dua Tehap , dimana pada saat pelaksanaan pekerjaan
sudah mencapai 75 % dan 100 %, yang diberikan pada PIHAK KEDUA
setelah mengajukan surat permohonan pencairan dana .

2. Permohonan pembayaran dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara
bertahap ( Pencairan Tahap Pertama dapat direalisasikan setelah Pekerjaan
Mencapai 75 % ) dan Tahap kedua sisa pembayaran 25 % atau sekaligus
setelah pekerjaan selesai dengan nilai sebagaimana besaran maksimal dari
rancangan biaya pekerjaan yang disampaikan setelah semua laporan
dokumen kegiatan selesai. ‘

3. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dilakukan
oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak
pengajuan permohonan dari PIHAK KEDUA.

4. Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke:

Nama - RPL 046 Dana Kelolaan UNMUL
Nama Bank : Bank BN
No. Rek : 0213883110
NPWP + 00.057.515.9-722.001
Pasal 10

PAJAK DAN PEMOTONGAN PAJAK

(1) Berdasarkan ketentuan mengenai pemotongan dan pengenaan pajak
bendaharawan adalah wajib potong pajak dan setor.

(2) Pada Mekanisme pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara langsung (LS) maka pajak yang timbul
menjadi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melakukan pemotongan dan penyetoran
pajak yang timbul. .

(3) Pengenaan pajak pada mekanisme pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan pembayaran
langsung pemotongan pajak dari besar nilai kegiatan.

(4) Pengenaan pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku di
Republik Indonesia.

Pasal 11,
. PERTANGGUNGIAWABAN PEKERJAAN

1. Petanggungjawaban pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan Mekanisme
pembiayaan pelaksanaan pekerfjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA dilakukan dengan pembayaran langsung.



2. Pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dengan mekanisme sebagaimana
point 1. dilaksanakan sebagai berikut :

a. Perta_:nggungjawaban Perkembangan Fisik Pekerjaan
b. Pertanggungjawaban Hasil Pekerjaan (Laporan Hasil Pekerjaan)

3. Pertangungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh
PIHAK KEDUA secara keseluruhan setelah pelaksanaan pekerjaan usai
dilaksanakan.

4. Pertanggungjawaban administrasi dan keuar{gan' dengan ménYampaikan ;
a. Bukt pembayaran kepada para pihak dan pembelian apabila dimungkinkan.
b. Dokumen pengadaan barang/ jasa apabila dalam pelaksanaannya melibatkan

pihak lain.
c. Dokumentasi yang dibutuhkan baik berupa foto, daftar kehadiran dan

lainnya.
d. Buku Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan beserta uraiannya.
5. Pertanggungjawaban dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah menerima sejumiah

uang kegiatan dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya
Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Non Swadana ini

6. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang tertibnya administrasi
penyempurnaan dan pembenahanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2 PIHAK KEDUA secara administrasi dan secara hukum bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap mekanisme dan pelaksanaan pekerjaan dan PIHAK
PERTAMA secara administratif dan tanggungjawab telah melimpahkan kepada
PIHAK PERTAMA.

8. Pertanggungjawaban hasil pekerjaan dilakukan dengan menyampaikan
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan '
- Penjilidan Laporan kegiatan dan Laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12
PEMBATALAN SURAT PERJANIIAN

1. PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Surat Perjanjian Kerja Sama
Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Non Swadana ini secara sepihak apabila
PIHAK KEDUA : '

a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal
ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
Non Swadana ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.

b. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK ~KEDUA dengan pemberitahuan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. sebelumnya dan wajib menyerahkan
semua pekerjaan yang selama ini ditangani.






